(1) Penerimaan Retribusi Perpanjangan
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lap

hukum, penatausahaan, biay
IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keteramp

kerja lokal.
(2) Untuk menjamin peningkatan kemampuan

(1)

BAB IV
PEMANFAATAN

Pasal 23 |
IMTA digunakan mendanal

angan, penegakan

a dampak negatife dari perpanjangan
ilan tenaga

tenaga kerja lokal maka
gan IMTA sebagaimana
tujuh puluh per
keahlian dan

pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjan
dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 70% (
seratus) digunakan untuk pelaksanaan pengembangan

keterampilan tenaga kerja lokal.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawal
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti1 keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah,

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah; |

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa; |

h. memotret seseorang vyang berkaitan dengan tindak pidana‘

UQ

perpajakan Daerah; _



i, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksl;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polis1 Negara
Republik Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI
Pasal 30
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 31
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar
retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak
3 (tiga) kali jumlah refribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghapus kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Negara dan disetor ke kas negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

P_elaksanaan k'etent-uan Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 5
(ima) tahun sejak diundangkannya Peraturan daerah ini. i



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Palangka Raya.

#m S ma Ditetapkan di Palangka Raya
= 1 .
 BAZIAN HUKUM | TGL pada tanggal 18 Agustus 2014

|sekoa | B LIKOTA PALANGKA RAYA,

asistent | LV M.
Qv

' B T
H. M. RIBAN SATIA

o

T
|waeas | £ 1M
{rasuss | { K7W

[pecaksana | 7 [54]

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 15



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 13TAHUN 2014

TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING |

I, UMUM 1
Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi
daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan
dalam Undang-Undang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA
ditetapkan sebagai jenis Retribusi Daerah yang baru.

Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi
Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber

pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadil tanggung
jawab Pemerintah Daerah. |

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas
pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki

IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
atau Pejabat yang ditunjuk. '

Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA relatif tidak
menambah beban bagi masyarakat, mengingat Retribusi Perpanjangan
IMTA sebelumnya merupakan pungutan Pemerintah Pusat berupa
PNBP yang kemudian menjadi Retribusi Daerah.

Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat
penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA
yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagékerjaan.

Pemantaatan  penerimaan  Retribusi  Perpanjangan IMTA
diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai
berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan, mengingat
kKetentuan Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. f



[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) |
Yang dimaksud jabatan-jabatan tertentu di lembaga
pendidikan adalah Tenaga Kerja Asing se__bagai kepala sekolah
dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola oleh kedutaan

negara asing, serta dosen dan/atau peneliti di perguruan
tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerja sama dengan

perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal ©
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal &
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud “tenaga kerja lokal” adalah Tenaga Kerja

Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.



Pasal 32 -
Yang dimaksud “dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak

diundangkannya Peraturan Daerah ini” adalah pengalokasian
anggaran untuk kegiatan pengembangan keahlian dan
keterampilan tenaga kerja lokal bersifat progresif.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 13
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WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA

cl.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 13 tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah serta sebagai tindak lanjut kesepakatan
bersama Bupati, Walikota dan Ketua DPRD
Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah tanggal 20
Me1 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya

Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19495; -
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27353);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran = Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 0O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor
4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha, Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian  (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5359);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 457 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 382,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor S50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4761);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4812);



12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mentert1 Keuangan  Nomor
222 /PMK.010/2008 tentang Perusahaan

Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjamin
Ulang Kredit;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas
Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN

MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PADA
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

S.

Daerah adalah Kota Palangka Raya,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya,
Walikota adalah Walikota Palangka Raya,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya,
Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA KALTENG adalah
Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang
Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha
pokok melakukan Penjaminan.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang
bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai
nilai ekonomis.

Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah

daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.



8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan
baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan
uang seperti; tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat
berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

9. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari penyertaan modal.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Palangka Raya.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG dimaksudkan

untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan kapasitas
usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT. JAMKRIDA
KALTENG serta untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial.

Pasal 3
Penyertaan Modal Daerah pada PT. JAMKRIDA KALTENG bertujuan
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

pendapatan daerah dalam rangka memajukan Kkesejahteraan
masyarakat.

BAB III
JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT.
JAMKRIDA KALTENG Tahun 2014 adalah sebesar
Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan

dalam APBD Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5
Dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Walikota memproses penyertaan modal
sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN
PENARIKAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya
penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Pengurangan besarnya penyertaan modal dapat dilakukan karena
dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
(3) Penarikan seluruh dana penyertaan dapat dilakukan apabila PT.
JAMKRIDA KALTENG sudah tidak layak untuk beroperasi.



(4) Penambahan, pengurangan dan/atau penarikan penyertaan modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
perubahan atas Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Pasal 7
(1) Pembagian keuntungan dari penyertaan modal daerah dihitung
berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada PT. JAMKRIDA
KALTENG.
(2) Besarnya keuntungan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham setelah dikurangi dengan pajak Perseroan.
(3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha yang menjadi hak

pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran
disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Agustus 2014

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

DARANI /

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 14



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

[. UMUM

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk
melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi,
manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.
Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah
daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan
peraturan daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat
menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan
penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha swasta dalam
bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas Jamkrida Provinsi
Kalimantan Tengah. Disamping itu untuk memperluas Investasi
Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi1 Langsung
yaitu melalui penyertaan modal daerah, dan memberikan peluang
kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam
bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah 1ni1 dilaksanakan dengan memperhatikan asas-
asas sebagai berikut:

a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan
masalah di bidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh
Walikota, Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan Usaha sesuai

fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

b. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal daerah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



11.

c. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana
penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar
kebutuhan vang diperlukan dalam rangka menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara
optimal.

d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal
daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

e. asas Kkepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang
disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan
penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan
pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kalimantan Tengah
telah dibentuk PT. JAMKRIDA KALTENG dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2012.

Untuk mendukung struktur permodalan, meningkatkan
kapasitas usaha, kompetisi pertumbuhan dan perkembangan PT.
JAMKRIDA KALTENG dalam rangka peningkatan perekonomian
daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah
daerah perlu melakukan penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA
KALTENG.

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan
manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan
teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ckonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka
memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal in1 menujukan bahwa
pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan
mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau
investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli
daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
perekonomian serta pembangunan daerah.

Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut

perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil

kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui

penyertaaan modal daerah kepada Badan Usaha dan/atau Badan
Hukum lainnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.



Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
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